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Didalam meminimalisasikan Pgjak Pertambahan Nilai atas transaksi pemberian Cuma-Cuma pada dasarnya
diperkenankan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan

K etetentuan Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai. Analisis pembahasan pemberian Cuma-Cuma
didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000 Pasal 1A
dan khususnya perlakuan perpajakan atas pemberian Cuma-Cuma juga diatur didalam Menteri Keuangan
Nomor 567/KMK.04/2000 yang lebih lanjut diatur didalam Keputusan Dirjen Pgjak Nomor: KEP-87/
PJ./2002 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE- 04/PJ.51/2002 perihal: Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma
Barang Kena Pgjak Dan Atau Jasa Kena Pajak. Pembahasan juga memperhatikan beberapa peraturan

pel aksanaan lainnya yang secara tidak langsung melengkapi atau terkait dengan pemberian Cuma-Cuma.

Menteri Keuangan sebagal pejabat yang berwenang yang mengatur tentang peraturan perpajakan atas
Pengenaan PPN atas pemberian Cuma-Cuma sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah
diterbitkan seperti: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 Pada dasarnya penyerahan
kena pgjak (taxable supply) adalah penyerahan atau transaks yang dikenakan pajak. Ketika penyerahan
kena pgjak terjadi dan dilakukan oleh pengusaha kena pajak, maka harus dikenakan pagjak dan dipungut
PPN. Jadi prinsipnya, jikatidak adayang dibayar atau terutang atas penyerahannya, makatidak ada
penyerahan yang terutang pajak. Namun demikian, diperlukan suatu tindakan pengamanan, bila dalam
prakteknya ternyata terjadi situasi dimana atas penyerahan tersebut, tidak ada pembayaran atau seolah
menjadi bukan penyerahan terutang pajak.

Misalnya, pengusaha kena pajak memberikan sumbangan, hadiah atas barang yang sama, yang pada tujuan
awalnya adalah untuk kegiatan usahanya, maka harus dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang
pajak. Demikian pula, jika pedagang menggunakan menggunakan/ mengkonsumsi sendiri barang
dagangannya (tujuan awa membeli barang adalah untuk dijual kembali), maka harus dikenakan PPN atas
pemakaian sendiri barang tersebut. Alasannya adalah bahwa pada waktu pedagang tersebut membeli barang
dan membayar PPN, maka pajak yang telah dibayar (pajak masukannya) sudah dikreditkan. Jadi jikatidak
ada faktor yang mengimbanginya (offseeting) terhadap pajak keluarannya, maka akan terjadi subsidi
terselubung (hidden subsidy) atas sumbangan dan konsumsi pemakaian sendiri oleh pedagang tersebut.

Seperangkat ketetentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia telah menjelaskan berbagal aspek pemajakan
atas pemberian Cuma-Cuma untuk tujuan perpajakan yang meliputi: subyek pajak dan persyaratannya,
obyek pajak pertambahan nilai atas pemberian Cuma-Cuma, prosedur pelaksanaan dan persetujuan
pemberian Cuma-Cuma atas barang produksi maupun barang bukan produksi sertaimplikasi perpaakannya


https://lib.ui.ac.id/detail?id=128174&lokasi=lokal

dan dispute-dispute / perbedaan pendapat antara wajib pgjak dan pihak pajak. Dengan mencermati beberapa
ketentuan perpajakan tentang pemberian Cuma-Cuma perusahaan untuk tujuan perpajakan, kiranya dapat
diketahui beberapa peluang tax planning yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain:

a. Potongan harga yang diberikan oleh Wajib Pajak atas barang- barang promosi.

b. Pemberian Cuma-Cuma atas barang yang dihasilkan sendiri (produksi sendiri).

c. Pemberian Cuma-Cuma atas barang yang dihasilkan bukan hasil produksi sendiri.

<hr>To minimalize the value added tax for free of charge giveaway basicly permitted by the taxation
regulation aslong asit is done according to the tax regulation. The analysis explanation for free of charge
giveaway based on the regulation in Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000 Pasal 1A
specially the taxation treatment for free of charge giveaway also arranged in Menteri Keuangan Nomor
567/KMK.04/2000 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-87/ PJ./2002 and Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor: SE-04/PJ.51/2002 about : Vaue added tax and the sales of luxury goods tax for personal purpose
and/ or free of charge giveaway taxable goods and of taxable service. The discussion also concerned about
some other executoria rulesindirectly completed or related with the free of charge giveaway.

The minister of finance as the charged executive which arrange the tax regulation for the value added tax for
free of charge giveaway according to the decision of the Minister of Finance published example: Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000. Basicly the taxable supply is the supply or transaction which
istaxed. When the taxable supply happened and done by the taxable enterpreneur, it should be taxed and
gained for the value added tax. So, in principleif there is nothing paid or charged for the supply, then there
is no taxable supply. But it needs a security action. Example: the taxable entrepreneur give the donation,
prize fot the same item, which the main purpose used for business activity should be categorized as taxable
supply. Then if the seller use/consume his own goods (beginning purposeis for reselling), hasto charged the
value added tax for personal used of that goods. The reason is when the seller bought the goods and paid the
value added tax,then the value added tax input have already credited. So if there is no other factor balanced
(offseeting) for its value added tax output, there will be a hidden subsidy for the donation and consumption
of personal used by the seller.

Tax regulation that valid in Indonesia already explained variety of taxation aspects for free of charge
giveaway for taxation purpose which include : tax subject and the conditional, value added tax object for
free of charge giveaway for production goods or goods not for production and the tax implication and
dispute between taxpayer and fiscus. Concerning the tax regulation about the company free of charge
giveaway for taxation purpose, hopefully can be found some chance for tax planning that can be done by
any other company such as:

a. Discount that given by the tax payer for promotion goods.

b. Free of charge giveaway for their own production goods.

c. Free of charge giveaway for not their own production goods.



